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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan 
pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk 
menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama 
bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. 
Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan 
munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup 
dibawah garis kemiskinan. 
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang 
tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap 
sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut World 
Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya 
pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan 
dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan 
pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan 
juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya 
mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan 
(pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada 
umumnya tidak memadai.  
2 
 
 Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang 
lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus 
diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. 
Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003), pembangunan harus 
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan 
kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan 
nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan 
jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan 
pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. 
Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan 
pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. 
Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau 
sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan 
jumlah penduduk miskin. 
 Berikut adalah tabel perkembangan presentase penduduk miskin 
menurut wilayah di Indonesia pada tahun 2011-2016. 
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Tabel 1.1 
Penduduk Miskin Menurut Wilayah Tahun 2012-2016 (Ribu 
Jiwa) 
Sumber : BPS Statistik Indonesia 
 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di 
wilayah Indonesia cukup tinggi. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali & Nusa 
Tenggara dan Maluku & Papua. Kemudian wilayah yang memiliki jumlah 
penduduk miskin rendah adalah wilayah Kalimantan. Wilayah Jawa 
menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. 
Tabel 1.2 
Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2012-2016 (Jiwa) 
Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 
DKI Jakarta 366770 375700 412790 368670 385840 381950 
Jawa Barat 4421480 4382650 4238960 4485650 4168110 4339370 
Jawa Tengah 4863410 4704870 4561820 4505780 4493750 4625930 
DI Yogyakarta 562110 535180 532590 485560 488830 520850 
Jawa Timur 4960540 4865820 4748420 4775970 4638530 4797860 
Banten 648250 682710 649190 690670 657740 665710 
Sumber : BPS Stastitik Indonesia 
 Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur 
memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu sebesar 4797860, 
peringkat kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 4625930, 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 
Rata-
Rata 
Sumatera 6177.19 6190.06 6070.42 6309.05 6214.86 6192.32 
Jawa  15822.6 15546.9 15143.8 15312.3 14832.8 15331.67 
Bali & Nusa 
Tenggara 
1989.57 1998.13 2004.45 2181.61 2111.6 2057.07 
Kalimantan 932.92 978.71 972.92 993.72 970.21 969.70 
Sulawesi 2045.59 2139.58 2054.85 2192.74 2088.19 2104.19 
Maluku & Papua 1626.8 1700.54 1481.38 1524.18 1546.66 1575.91 
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peringkat ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 4339370, 
peringkat keempat Provinsi Banten dengan penduduk miskin sebesar 
665710, kemudian peringkat kelima adalah provinsi DI Yogyakarta dengan 
nilai sebesar 520850 dan terakhir adalah Provinsi DKI Jakarta dengan 
jumlah penduduk miskin sebesar 381950. 
 Pada tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami 
fluktuasi tiap tahunnya, namun menunjukkan kondisi yang semakin 
menurun. Dengan kondisi menurun seharusnya dapat menekan angka 
kemiskinan namun Provinsi Banten masih dalam rata-rata jumlah penduduk 
miskin yang tinggi dari provinsi lain di Pulau Jawa, hal ini bisa saja 
dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin 
yaitu faktor jumlah industri dan indeks pembangunan manusia (IPM). 
 Jumlah industri dapat kita lihat dari jumlah perusahaan industri 
sedang, menengah dan kecil dalam suatu wilayah. Dengan jumlah industri 
yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi 
jumlah penduduk miskin. 
 Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha 
yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau 
jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai 
catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta 
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ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (BPS, 
2016). 
Tabel 1.3 
Jumlah Industri Besar dan Sedang Provinsi Banten Tahun 2012-2016 
Tahun 
Jumlah 
Perusahaan 
2012 1570 
2013 1570 
2014 1682 
2015 1720 
2016 1862 
Sumber : BPS Provinsi Banten 
 Pada tabel 1.3 dapat kita lihat jumlah industri besar dan sedang di 
Provinsi Banten semakin tahun semakin bertambah hal ini menunjukkan 
perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dijadikan tolak ukur 
pemerintah dalam mencapai program untuk kesejahteraan masyarakat. 
 Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab 
terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat 
dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya 
produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat 
pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya 
pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.  
 Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008) menyatakan 
pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan 
kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti 
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bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi 
penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas 
pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk 
meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. 
 Indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten tergolong 
memiliki rata-rata yang cukup besar yaitu diatas 50%, namun hal itu belum 
mampu menjamin pengurangan jumlah angka penduduk miskin di Provinsi 
Banten. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber 
daya manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang diukur dengan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Tabel 1.4 
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2012-2016 
Tahun IPM (%) 
2012 68.92 
2013 69.47 
2014 69.89 
2015 70.27 
2016 70.96 
Sumber : BPS Provinsi Banten 
 Tabel 1.4 menunujukkan presentase Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sebesar 
68.92%, pada tahun 2013 sebesar 69,47%, pada tahun 2014 sebesar 69,89%, 
pada tahun 2015 sebesar 70,27% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 
70,96%. 
 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setiap tahunnya 
mengalami tren menurun, namun faktor jumlah industri dan indeks 
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pembangunan manusia meningkat hal ini yang membuat peneliti tertarik 
untuk meneliti masalah ini 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana Jumlah Industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 
2012-2016 ? 
2. Bagaimana Pengaruh Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan 
Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten Tahun 2012-2016? 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah membahas kemiskinan 
berdasarkan jumlah penduduk miskin, jumlah industri yang digunakan 
adalah jumlah industri besar dan sedang. Periode yang digunakan selama 
lima tahun yaitu pada tahun 2012-2016.  
D. Tujuan Penelitian 
Berdasakan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui jumlah industri, indeks pembangunan manusia (IPM) dan 
jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 
2012-2016. 
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2. Menganalisis pengaruh jumlah industri dan indeks pembangunan 
manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten Tahun 2012-2016. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat  yang diperoleh dari peneliitian ini adalah : 
1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 
pemerintah provinsi Banten dan dapat digunakan sebagai masukan 
dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. 
2. Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah 
ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan dapat digunakan 
sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang yang sama. 
 
